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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9.A TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang   : a.  bahwa   dalam    rangka   penyesuaian organisasi perangkat daerah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04.2000 Tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan  Aparat Penunjang/Instansi Penunjang lainnya;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembagian Biaya   Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat      : 1.    Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

2.   Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi                                   
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun                                  
2000 Nommempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Program Bantuan 
Hukum;-or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                                 
Nomor 4033);
3.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
4.   Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4438);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); 
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka       Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :   PERATURAN  GUBERNUR  KEPULAUAN   BANGKA   BELITUNG  TENTANG    PEMBAGIAN                   

                       BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. 
Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. 
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

3. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1)  Pemberian biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan penerimaan biaya pemungutan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia;

(2)  Penggunaan biaya pemungutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan bukan dipergunakan untuk dana operasional atau dana investasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah/Pemerintah Provinsi.

BAB III

Pasal 3
(1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari:

a.   60% dibagi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak termasuk UPTD;

b.   40% dibagi Aparat penunjang lainnya.

(2) Penggunaan biaya pemungutan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Pembagian biaya pemungutan untuk aparat penunjang lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah dijadikan 100% dibagi berdasarkan angka tertimbang sebagai berikut:

a.  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebesar ……………………………..….10

b.  Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebesar …………………..…….8

c.  Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar ……….. 6

d.  Asisten Sekretaris Daerah, masing-masing sebesar ……………………….… 3

e.  Staf Ahli Gubernur masing-masing sebesar ……………………………………. 1,5

f.  Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Staf sebesar …………….…... 2

g.  Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Staf sebesar ……….. 2

h.  Inspektur Provinsi dan Staf sebesar ……………………………………………….. 4

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	
	Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI


Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 20 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

       IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI B
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